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MOTTO 

 

 

 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-

orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. 

(terjemahan surat Al-Mujadillah ayat 11)1 

 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali 

kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka” 

(terjemahan surat Ar-Ra’d:11)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama Republik Indonesia AL-Qur’an. 2006. AL-Qur’an dan  

Terjemahannya, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya 

 
2 Departemen Agama Republik Indonesia AL-Qur’an. 2006. AL-Qur’an dan  

Terjemahannya, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya 
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RINGKASAN 

 

Pelayanan Perizinan Melalui SIPO (Sistem Informasi Perizinan Online) Oleh 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Banyuwangi. Eka Serli Haniah Oktahana; 140910201002;2018; 74 

halaman; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember.  

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan 

bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan- kegiatan 

yang dilakukan oleh masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 

2006 juga menjelaskan bahwa dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi  

melalui besaran investasi, dengan cara memberikan perhatian yang lebih besar pada 

peran usaha mikro, kecil dan menengah. Bentuk perhatian Pemerintah yaitu dengan 

memberikan pelayanan perizinan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Namun, 

pelayanan perizinan yang ada memiliki banyak tahapan yang harus dilalui, yaitu 

melalui proses pendaftaran, penerimaan berkas, pengecekan data, tinjau lapang, 

pembayaran retribusi, hingga penerbitan surat keputusan berupa dokumen izin, 

memerlukan waktu dan proses yang lama. Pendaftaran yang tidak dapat dilakukan 

selama 24 jam, dan pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP.Berkaitan dengan hal 

tersebut, maka perlu dilakukan penyederhanaan  pelayanan terpadu. 

Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur 

dan biaya pemberian izin. Salah satu kabupaten yang berupaya melakukan 

penyederhanaan pelayanan adalah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan publik pada dinas 

ini yaitu pelayanan perizinan melalui Sistem informasi perizinan on-line atau 

disingkat dengan SIPO.  

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka, observasi, wawancara dan 
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dokumentasi. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pegawai 

DPMPTSP yang terlibat secara langsung dalam proses perizinan dengan 

pertimbangan dari Kepala Dinas. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan melakukan reduksi 

data pada data yang telah dikumpulkan.  

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelayanan SIPO dari proses 

pendaftaran dan verifikasi kelengkapan berkas menjadi satu sehingga masyarakat 

tidak perlu bertatap muka secara langsung dengan petugas untuk mengajukan 

perizinan. Pelayanan Perizinan melalui SIPO (Sistem Informasi Perizinan Online), 

mulai dari tahap registrasi hingga terbitnya dokumen dilakukan secara elektronik 

Pelayanan perizinan dilakukan melalui sistem, yaitu dengan sistem elektronik atau 

menggunakan website. Pelayanan dengan sistem ini dikatakan baik karena 

dirancang sedemikian rupa sebagai wujud dari elektronik goverment dengan 

memaksimalkan sistem informasi manajemen milik pemerintahan daerah 

Banyuwangi. SIPO yang merupakan website yang dikelola oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), terintegrasi dengan Dinas-

dinas lainnya diantaranya KPP Pratama. Namun, untuk servernya masih perlu 

perbaikan agar dapat menampung banyaknya perizinan yang masuk. Prosedur 

pelayanan melalui SIPO terdapat tiga tahapan yaitu pertama pemberkasan melalui 

website dengan mengisikan data-data yang diperlukan, kemudian akan 

mendapatkan nomor registrasi dan terakhir akan ditindaklanjuti dengan pembuatan 

SK untuk surat izin. Sedangkan pelayanan tanpa menggunakan SIPO terdapat dua 

jenis yaitu dengan tinjau lapang dan tanpa tinjau lapang. Waktu yang dibutuhkan 

dalam melakukan perizinan yaitu 1 hari untuk pelayanan tanpa tinjau lokasi dan 7 

hari untuk pelayanan dengan tinjau lokasi. Namun, di lapangan peneliti menemukan 

fakta bahwa untuk perizinan dengan tinjau lokasi bisa sampai 1 bulan lamanya, 

karena bersinambungan dengan dinas lainnya. Metode yang digunakan didalam 

pelayanan ini yaitu dengan metode pelayanan elektronik. Pelayanan yang tidak 

memerlukan tatap muka langsung antara penerima layanan dan pemberi layanan 

untuk menghindari terjadinya pungli.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perizinan merupakan salah satu  bagian dari administrasi publik yang 

termasuk dalam pelayanan administratif. Perizinan adalah salah satu bentuk 

pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh 

pemerintah terhadap kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan Penyelenggaraan perizinan dan non 

perizinan yang proses pengelolaannya mulai tahap permohonan sampai ke tahap 

terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 24 Tahun 2006 juga menjelaskan bahwa dibentuknya Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi  melalui besaran investasi, dengan cara memberikan perhatian yang lebih 

besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah. Bentuk perhatian Pemerintah 

yaitu dengan memberikan pelayanan perizinan bagi usaha mikro, kecil dan 

menengah.    

Pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat 

idealnya memudahkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Namun banyak 

masyarakat yang masih mengeluh dengan kondisi pelayanan publik yang ada saat 

ini. pelayanan perizinan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik masih dinilai 

masyarakat terlalu rumit dalam pengajuan izin, karena banyaknya prosedur yang 

harus dilalui sehingga memerlukan waktu yang lama. Prosedur perizinan yang 

sederhana akan membantu minat masyarakat untuk mengajukan izin usaha. Hal itu 

dapat dilakukan dengan penyerhanaan pelayanan perizinan. Penyederhanaan 

pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya 

pemberian izin dan non perizinan. Salah satu kabupaten yang berupaya melakukan 

penyederhanaan pelayanan adalah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan publik pada dinas 

ini yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan, salah satunya yaitu melalui Sistem 
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informasi perizinan on-line atau disingkat dengan SIPO. Dalam mewujudkan 

sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan akuntabel 

sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good goverment)  

dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara 

maksimal, maka ditetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2017 

tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Pelayanan terpadu di Kabupaten 

Banyuwangi sangat penting mengingat Kabupaten Banyuwangi merupakan 

Kabupaten terluas di Jawa Timur, Semua pelayanan diharapkan dapat mencakup 

semua  daerah di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 

Tahun 2017 Pasal 6 Jenis pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Penyelenggara SIPO 

(Sistem Informasi Perizinan Online), untuk membantu masyarakat ada 24 jenis 

pelayanan perizinan  yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seperti dibawah ini. 

Tabel 1.1 Jenis Pelayanan Perizinan Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi 

Nomor 23 Tahun 2017  

No. Jenis Izin 

1 Izin Prinsip 

2 Izin Lokasi 

3 Izin Gangguan 

4 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

5 Tanda daftar Perusahaan 

6 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

7 Izin Usaha Industri (IUI) 

8 Tanda Daftar Industri (TDI) 

9 Izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP)/ Pasar Tradisional (IUP2T)/ Toko Modern (IUTM) 

10 Izin Usaha Angkutan 

11 Izin Trayek/ Izin Operasional 

12 Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit (C/D) 

13 Izin Puskesmas 

14 Izin Mendirikan dan Izin Operasional Klinik 

15 Izin Apotik 

16 Izin Praktik Bidan 

17 Izin Optik 

18 Izin Usaha Obat Hewan 

19 Izin Usaha Peternakan 

20 Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) 

21 Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah 

22 Izin Penyelenggaraan Reklame 
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23 Izin Rumah Kos 

24 Izin Rumah Kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar 

Sumber : Observasi dan wawancara tahun 2018 (data diolah) 

Banyaknya jenis perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pendaftaran dilakukan secara manual yang dianggap 

kurang efektif dan efisien, proses yang harus dilakukan oleh pemohon dalam 

melakukan pendaftaran perizinan harus melewati beberapa langkah. Mekanisme 

pendaftaran secara manual diawali oleh pemohon harus datang ke Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di Kota yaitu pada 

selama rentang waktu kerja Dinas yakni di hari Senin sampai Jumat. Mulai pukul 

07.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB. Khusus pada hari Jumat, dilayani mulai 

pukul 07.00 sampai dengan 14.30 WIB. Setelah datang pemohon akan diarahkan 

untuk mengambil kartu daftar antrian. Selama menunggu antrian pemohon dapat 

duduk di tempat duduk yang sudah disediakan sampai panggilan dari petugas. 

Seringkali tempat duduk akan sangat penuh karena banyaknya antrian. Semua 

berkas atau persyaratan dibawa pada saat akan melakukan pendaftaran. Namun, 

saat melakukan pendaftaran masih banyak masyarakat yang berkas atau 

persyaratannya masih belum lengkap, sehingga harus pulang lagi kerumah dan 

kembali lagi saat semua berkas sudah lengkap. Persyaratan yang harus dilengkapi 

untuk setiap perijinan berbeda. Misal untuk Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 

pertama pemohon harus mengisi terlebih dahulu blanko permohonan, kemudian 

dilampirkan dengan fotokopi KTP, KK (kartu keluarga), NPWP, foto, fotocopy 

IMB, dan lain sebagainya yang harus dilengkapi oleh pemohon agar perijinannya 

dapat segera ditindak lanjuti.  

Petugas front office akan memanggil nomer antrian, kemudian akan di 

tanyakan keperluannya, dan pemohon menyerahkan berkas yang telah di isi. Pada 

tahapan ini petugas bagian front office akan berkoordinasi dengan bagian penetapan 

data, sehingga jika diterima maka mereka akan mendapatkan nomer registrasi, 

setelah mendapatkan nomer registrasi dan di cek kelengkapan berkasnya.  Jika 

semua berkas dan persyaratan dinyatakan benar maka selanjutnya akan diproses 

untuk dibuatkan SK, untuk perijinan yang memerlukan tinjau lokasi maka akan di 
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jadwalkan dan di agendakan untuk dilakukan tinjau lokasi. Jika bangunan disetujui, 

maka pemohon akan diberikan rincian biaya yang harus di bayarkan melalui bank 

Jatim, namun jika ada yang kurang atau ditolak maka akan dikembalikan lagi pada 

pemohon. Dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, pemohon dapat mengambil 

berkas perizinan yang sudah selesai.  Beberapa penjelasan peneliti dalam proedur 

pendaftaran perijinan secara manual di atas dapat kami jabarkan dalam gambar 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Prosedur Pendaftaran Perizinan Secara Manual 

Sumber : hasil Observasi dan Wawancara Tahun 2018 (data diolah) 
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SIPO merupakan Sistem Informasi Perizinan On-line berbasis web, 

merupakan salah satu fasilitas milik Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang saat 

ini bernama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Banyuwangi sebagai media yang dapat diakses oleh masyarakat luas untuk 

registrasi atau pendaftaran perizinan secara online, dan juga mengecek status 

permohonan izin secara online. SIPO dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati 

Banyuwangi No 23 Tahun 2017 pada pasal 7 ayat 2 yaitu Perizinan dan Non 

perizinan oleh DPMPTSP wajib menggunakan PSE (Pelayanan secara elektronik). 

Dan pada ayat 3, mengatakan bahwa Pelayanan perizinan pada DPMPTSP diproses 

melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) terintegrasi, sedangkan untuk 

pelayanan perizinan Penanaman Modal diproses melalui SPIPISE. Jadi, Sistem 

Informasi Manajemen disini yaitu dengan menggunakan sistem informasi perizinan 

online (SIPO). Kemajuan dalam pelayanan, masih ada Permasalahan- 

permasalahan yang dihadapi dalam pengurusan perizinan, yang pertama yaitu 

banyaknya antrean sehingga tidak efektif dan efisien tentang waktu dan tenaga, 

padahal tujuan dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dibuat untuk 

menyederhanakan pelayanan sehingga menjadi efisien dan efektif. Permasalahan 

kedua yaitu pendaftaran tidak bisa dilakukan 24 Jam NON STOP. Permasalahan 

waktu adalah masalah yang dialami oleh pemohon dalam melakukan pendaftaran. 

Terlebih lagi, pemohon yang tempat tinggalnya jauh dari kota, akan memakan 

banyak waktu dan biaya sehingga menggangu rutinitas yang harus dilakukan setiap 

harinya.  

Permasalahan ketiga yaitu mengenai kinerja pegawai. Karena pegawai akan 

berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga riskan terjadinya pungli. 

Dalam hal pengurusan perizinan, sangat riskan terjadinya pungutan liar atau 

disingkat pungli. Bahkan Tim Saber Pungli untuk Jawa timur pada periode 

november 2016 hingga Agustus 2017  telah berhasil mengungkap 89 kasus OTT 

(Operasi Tangkap Tangan) pungli yang diungkap, sebanyak 175 tersangka berhasil 

diamankan. Menurut Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Saber Pungli Pusat, Sri 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


6 
 

Wahyuningsih pungli terjadi kasusnya karena pelayanan publik diantaranya adalah 

perizinan seperti termuat dalam http://harianbhirawa.com (24/08/2017).  

Selanjutnya permasalahan yang keempat yaitu SOP, Standar Operasional 

Prosedur. Pada dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada 2 

jenis prosedur yaitu prosedur izin dengan tinjau lapang dan juga izin non tinjau 

lapang. Khusus untuk tinjau lapang memerlukan waktu lama, karena harus 

menjadwalkaan agenda untuk tim teknis lapangan melakukan pemeriksaan 

dilapang. Berikut adalah SOP waktu penyelesaian Perizinan menurut Perbup No 29 

Tahun 2012 yang berjumlah 20 Perizinan. 

Tabel 1.2 Jangka waktu perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi 

Nomor 29 Tahun 2012  

No Jenis Izin Jangka Waktu 

1 Izin Gangguan (HO) 12 Hari 

2 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 12 Hari 

3 Izin Trayek 3  Hari 

4 Izin Usaha Hotel 6  Hari 

5 Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 6  Hari 

6 Izin Usaha Rumah Makan/ Restoran 6  Hari 

7 Izin Usaha Industri/ Izin Perluasan Usaha 

Industri 

6  Hari 

8 Tanda Daftar Industri (TDI) 6  Hari 

9 Izin Pemasangan Reklame 12 Hari 

10 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 6  Hari 

11 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 6  Hari 

12 SIPPAT, SIPA, SIP, SIPMA 12 Hari 

13 Izin Usaha Peternakan 6  Hari 

14 Izin Usaha Jasa Kntruksi (IUJK) 12 Hari 

15 Izin Usaha Pertambangan 12 Hari 

16 Izin Pendirian RB/BP/BKIA/KLINIK 6  Hari 

17 Izin Apotik 12 Hari 

18 Izin Optik 6  Hari 

19 Izin Praktek Bidan 12 Hari 

20 Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) 12 Hari 

Sumber : Observasi dan wawancara tahun 2018 (data diolah) 

Dari banyaknya perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, rentang waktu yang dibutuhkan yaitu 

antara 3 sampai 12 hari, waktu yang dibutuhkan antara perizinan yang satu dengan 

yang lainnya berbeda, khusus yang memerlukan tinjau lapang, memerlukan waktu 

yang lebih lama yaitu 12 hari. Dengan beberapa permasalahan diatas perlu adanya 
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cara baru untuk melakukan pendaftaran yang tentunya lebih efektif efisien dalam 

segi waktu dan biaya. Sehingga ada aturan baru mengenai jangka waktu perizinan 

seperti terdapat dalam tabel 1.3 berikut. 

Tabel 1.3 Jangka Waktu Perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi 

Nomor 23 Tahun 2017 

No Jenis Izin Jangka Waktu 

1 Izin Prinsip 7 Hari 

2 Izin Lokasi 7 Hari 

3 Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) 7 Hari 

4 Izin Gangguan 7 Hari 

5 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 7 Hari 

6 Tanda daftar Perusahaan 1 Hari 

7 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 1 Hari 

8 Izin Usaha Industri (IUI)  1 Hari 

9 Tanda Daftar Industri (TDI) 1 Hari 

10 Izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP)/ Pasar 

Tradisional (IUP2T)/ Toko Modern (IUTM) 

1 Hari 

11 Izin Usaha Angkutan 1 Hari 

12 Izin Trayek/ Izin Operasional 1 Hari 

13 Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah 

Sakit (C/D) 

1 Hari 

14 Izin Puskesmas 1 Hari 

15 Izin Mendirikan dan Izin Operasional Klinik 7 Hari 

16 Izin Apotik 1 Hari 

17 Izin Praktik Bidan 1 Hari 

18 Izin Optik 1 Hari 

19 Izin Usaha Obat Hewan 1 Hari 

20 Izin Usaha Peternakan 1 Hari 

21 Izin Usaha Jasa Kntruksi (IUJK) 5 Hari 

22 Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah 5 Hari 

23 Izin Penyelenggaraan Reklame 1 Hari 

24 Izin Rumah Kos 3 Hari 

Sumber : Observasi dan wawancara Tahun 2018 (data diolah) 

Berdasarkan tabel SOP pelayanan perizinan, ada perbedaan mengenai waktu 

penyelesaian perizinan, sehingga saat ini izin dapat lebih mudah dan cepat dalam 

penyelesaiannya. 

Jumlah usaha yang tercatat melalui kegiatan Sensus Ekonomi tahun 2006 

(SE’06) di Kabupaten Banyuwangi ada sebanyak 207.577 usaha diluar sektor 

pertanian. Tentunya hal ini akan mendorong kabupaten Banyuwangi untuk terus 

maju, sehingga diperlukan adanya kemudahan dalam proses perizinan. Bila 

diperhatikan berdasar kan sektor kegiatan usahanya, maka usaha-usaha yang 
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bergerak disektor perdagangan masih merupakan sektor ekonomi yang paling 

banyak diminati oleh pelaku usaha di Kabupaten Banyuwangi jumlahnya mencapai 

95.445 usaha. Kedua terbanyak ada pada sektor industri yang jumlahnya tercatat 

42.559 usaha. Ketiga sektor jasa-jasa dengan jumlah sebanyak 20.847 usaha. 

Banyaknya usaha yang ada di Kabupaten Banyuwangi tentunya dapat menjadi 

pendukung dalam perkembangan ekonomi. Semakin banyak pendirian usaha, maka 

pendapatan Kabupaten Banyuwangi juga akan meningkat. Dalam tribunbali.com 

Laju inflasi Banyuwangi terus terjaga kurun waktu terakhir ini. Bahkan Inflasi 

Banyuwangi merupakan terendah di Jawa Timur sebesar 0,66 persen pada Januari 

2017. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Banyuwangi, telah menyalip 

Kabupaten Jember.  

(http://bali.tribunnews.com/amp/2017/02/18/bank-indonesia-inflasi-banyuwangi-

rendah-pertumbuhan-ekonomi-meningkat )[diakses pada 10 Desember 2017]. 

 

 Namun hal ini harus di iringi dengan perbaikan pelayanan publik khususnya 

di bagian perizinan. Karena jika perizinan mudah, maka pelaku usaha yang akan 

menginvestasikan atau mendirikan usaha  di Banyuwangi akan semakin bertambah. 

Dengan itu sangat penting untuk adanya penyerhanaan pelayanan perizinan.  

Saat ini pemerintah dalam kaitannya dengan pelayanan publik terus berupaya 

memperbaiki mutu pelayanannya. Menurut Moenir (2001:13) Pelayanan publik 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 

landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha 

memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Karena  pada dasarnya 

setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan 

bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.  Menurut 

Budiman Rusli (dalam Sinambela, 2006:3) selama hidupnya, manusia selalu 

membutuhkan pelayanan. Sehingga benar adanya bahwa masyarakat selalu 

membutuhkan pelayanan baik itu mengenai pelayanan secara administratif, 

pelayanan jasa dan juga pelayanan barang.  Dalam Undang-Undang Nomor 25 

tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan mengenai layanan publik 

sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
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pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 

oleh penyelenggara layanan public. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara (KepMenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan 

pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Komponen utama untuk mensukseskan akuntabilitas publik adalah adanya 

sistem transparansi informasi. Pelayanan berbasis teknologi dengan desain tertentu 

dirasa mampu menjawab permasalahan birokratis. Dengan e-goverment informasi 

dari pemerintah dapat didistribusikan kepada masyarakat dengan cepat. Dalam 

(tempo.com) Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan penggunaan e-

government sudah menjadi kebutuhan bagi kepala daerah untuk menjalankan 

pemerintahannya. Sebab, manfaatnya sangat banyak, yang paling utama adalah 

dapat mengurangi potensi korupsi karena memangkas celah terjadinya permainan 

antara oknum birokrat dan pihak luar. (https://nasional.tempo.co/read/808123/ 

sistem-e-government-ala-risma-diadopsi-41-kepala-daerah) [diakses pada 9 

Desember 2017]. 

Tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi e-goverment adalah untuk 

menciptakan customer online bukan in-line. Menurut Mary Maureen Brown dalam 

Rabin (2003:427) Strategi pelayanan dengan konsep e-Goverment sendiri 

merupakan penggunaan teknologi terutama aplikasi internet berbasis web untuk 

meningkatkan akses kepada dan kiriman pelayanan pemerintah kepada warga 

negara, rekanan bisnis, pekerja dan entitas pemerintah yang lain. Implementasi E-

goverment saat ini mulai banyak dilakukan oleh instansi pemerintah dan dinas-

dinas penyedia layanan publik. Metode pelayanan e-goverment disebut e-service. 

E-service merupakan bentuk layanan yang memanfaatkan teknologi infirmasi dan 

komunikasi yang mana birokrat atau aparat pelayanan publik tidak lagi bertemu 

langsung dengan warga masyarakat pengguna jasa layanan. 
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu awalnya 

bernama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2011 

tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan tugas pokok dan fungsinya diatur 

dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Banyuwangi. Pelaksanaan pelayanan perizinan perlu adanya perbaikan pelayanan 

yang mengarah ke pelayanan yang memprioritaskan kepentingan masyarakat 

sebagai pengguna pelayanan. Karena tujuan dari dibentuknya Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :  

1. Mewujudkan pelayanan prima  

2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi, khususnya yang terlibat dan ditugasfungsikan dalam pelayanan 

perizinan kepada masyarakat  

3. Mendorong kelancaran pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang pada 

gilirinnya masyarakat akan dapat mendorong untuk ikut berpartisipasi aktif 

dalam berbagai kegiatan pembangunan  

4. Memenuhi hak-hak masyarakat utamanya dalam memperoleh perizinan dalam 

rangka efektifitas dalam aktifitas dan kegiatan usaha sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. 

 Kabupaten Banyuwangi saat ini sedang gencar dalam melakukan 

perubahan-perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh sertifikat SNI ISO 9001:2008 pada 

tahun 2011. Selain itu, pada Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu meraih penghargaan sebagai Role  Model Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik Kategori Baik yang dinilai oleh Kementrian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. sehingga penulis tertarik untuk meneliti 

tentang bagaimana  pelayanan Perizinan melalui SIPO (Sistem Informasi Perizinan 

Online) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Menurut Nazir (1988:133) dalam melakukan penelitian perumusan masalah 

digunakan untuk memperoleh jawaban terhadap masalah yang ada. Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil rumusan masalah yaitu. 

Bagaimana  pelayanan Perizinan melalui SIPO (Sistem Informasi Perizinan Online) 

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Banyuwangi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan suatu gambaran atas target yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Tujuan  penelitian berfungsi 

sebagai batas objek yang diteliti agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang 

sudah dirumuskan oleh  peneliti. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah terdeskripsikannya pelayanan Perizinan melalui SIPO (Sistem Informasi 

Perizinan Online) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian dilaksanakan dalam upaya menjawab masalah penelitian 

yang mana jika jawaban atas pertanyaan tersebut tercapai dapat memberikan 

manfaat bagi lingkungan penelitian maupun bagi bahasan penelitian terkait. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

Ilmu Administrasi Negara baik yang bersifat teori maupun praktek pelayanan 

publik tentang pelayanan perizinan online di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Dan juga Memberi 

pengetahuan dan membantu peneliti untuk belajar membuat karya Ilmiah terkait 

pelayanan publik. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Sosial (S.Sos). 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Buku pedoman Penulisan Karya Tulis Universitas Jember (2016:49) 

menyebutkan bahwa tinjauan pustaka meliputi kajian teori, hasil-hasil penelitian 

terdahulu (kajian empiris) berkaitan dengan masalah yang dibahas, serta kerangka 

konseptual yang merupakan sintesis dari kajian-kajian sebelumnya yang dikaitkan 

dengan  permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika 

diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori. Buku pedoman Penulisan Karya 

Ilmiah Universitas Jember (2016:50) menyebutkan bahwa Kajian teori dapat 

dilakukan dengan salah satu atau beberapa tahap. 

a. Mengumpulkan pendapat atau teori yang telah ada yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas. 

b. Membandingkan dan memilih teori yang paling relevan untuk memecahkan 

masalah 

c. Membahas atau menilai kelemahan dan keunggulan teori-teori. 

d. Menentukan teori-teori sebagai dasar analisis selanjutnya. 

 Peneliti pada penelitian ini hanya mengumpulkan pendapat atau teori yang 

telah ada dan berkaitan dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan paparan diatas 

maka yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Administrasi Publik; 

2. Organisasi Publik; 

3. Manajemen Pelayanan Publik; 

4. Elektronik Goverment (e-goverment); 

5. Elektronik Service (e- service); 
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2.1 Administrasi Publik 

2.1.1 Definisi Administrasi Publik 

 Setiap ilmu pada dasarnya mengalami perkembangan seiring dengan 

berjalannya waktu. Peranan ilmu administrasi sebagai pendongkrak pembangunan 

pada penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara sangat penting, karena 

keberhasilan pembangunan dalam berbagai bidang selalu membutuhkan dukungan 

system administrasi yang berhasil guna dan berdaya guna. “ilmu administrasi 

adalah cabang atau kesatuan atau disiplin ilmu sosial yang secara khas mempelajari 

administrasi sebagai salah satu fenomena masyarakat modern.” 

(Atmosudirjo,1982:21). Sedangkan definisi administrasi menurut Atmosudirdjo 

(1982:21) yaitu administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama 

atau proses kerjasama antara sekelompok orang secara tertentu untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama yang 

dilakukan antara orang-orang yaitu secara dan melalui organisasi. Dengan kata lain, 

administrasi merupakan suatu fungsi yang menggerakkan, mengarahkan serta 

mengembangkan organisasi yang dilakukan oleh administrator secara bersama 

antara atasan dan bawahan. Menurut Chandler dan Plato (dalam Yeremias, 2008: 

3) “Administrasi publik adalah proses dimana sumbernya dan personel publik di 

organisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, 

dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”. Kebijakan publik 

dibuat untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat ini tentu akan 

terpenuhi jika pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dilakukan dengan 

maksimal.  

Salah satu kepentingan masyarakat yang dapat dipenuhi oleh pemerintah 

yaitu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

mengurusi mengenai perizinan. selain itu juga Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu bekerja sama dengan Bank Jatim, dan juga Kantor 

Pajak dan instansi lainnya guna memaksimalkan pelayanan yang dilakukan. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


14 
 

2.1.2 Paradigma Administrasi Publik 

Denhardt & Denhardth (2003,2007) dalam Syafri (2012) membagi 

perkembangan ilmu administrasi publik dalam tiga paradigma besar, yaitu: 

1. Paradigma administrasi publik klasik (Old Public Administration) 

2. Paradigma New Public Management (NPM) 

3. Paradigma New Public Service (NPS) 

Paradigma administrasi publik klasik (Old Public Administration), 

berlangsung antara tahun 1887-1987. Administrasi publik klasik sangat 

dipengaruhi oleh pemikiran Wodrow Wilson, mantan Presiden Amerika Serikat dan 

Guru Besar Ilmu Politik di Princeton University Amerika Serikat. Melalui karyanya 

yang berjudul “The Study of Administration, Wilson menyampaikan beberapa 

pemikiran tentang administrasi publik antara lain sebagai berikut. 

a. Perlunya pemisahan antara aktivitas pembuatan kebijakan yang 

dilakukan dalam proses politik dan implementasi kebijakan yang harus 

dilakukan oleh birokrasi pemerintah (dikotomi politik administrasi). 

Pemisahan tersebut dilakukan karena jika masalah administratif 

dicampuri politik, maka akan terjadi penyimpangan yang mengarah 

pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga pemerintahan 

menjadi tidak efisien. 

b. Nilai yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas pemerintahan adalah 

efisiensi, ekonomis, dan rasionalitas dengan dasar pengambilan 

keputusan bureaucratic rational choice. 

c. Untuk mewujudkan nilai- nilai pada huruf b, perlu dibangun struktur 

organisasi yang efisien dan hierarkis. Organisasi yang tepat untuk itu 

adalah organisasi birokrasi. 

Paradigma New Public Management (NPM), lahirnya konsep ini yaitu pada 

awal tahun 1990-an sampai 2000. Merupakan reaksi terhadap kelemahan birokrasi 

tradisional dalam paradigma administrasi publik klasik. Setyoko (2011) 

mengompilasi pendapat ahli mengenai NPM ini yaitu sebagai berikut. 
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a. NPM menggeser penekanan dari administrasi publik tradisional ke 

manajemen publik. Model tradisional organisasi dan penyaluran 

pelayanan publik berdasarkan prinsip hierarki birokrasi, 

desentralisasi, perencanaan, dan pengendalian langsung oleh 

pemerintah digantikan oleh manajemen pelayanan berdasarkan 

kehendak pasar (market’s based public service management) 

b. NPM dimaknai sebagai visi, ideologi atau seperangkat pendekatan 

dan teknik manajemen publik yang diadopsi dari sektor swasta. 

NPM menganut nilai-nilai dan praktik-praktik administrasi bisnis yang 

diterapkan kedalam praktik administrasi publik (run goverment like bussines). 

NPM berkehendak meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sehingga 

kurang memperhatikan keadilan sosial. Hanya golongan orang-orang tertentu dan 

mampu bayar saja yang dapat menggunakannya. 

 Paradigma New Public Service (NPS), NPS menilai bahwa NPM dan OPA 

terlalu menekankan pada efisiensi dan melupakan atau mengabaikan masyarakat 

sebagai sasaran dari kebijakan publik. NPS memperbaiki konsep ini dengan 

memberikan pelayanan kepada warga masyarakat bukan pada pelanggan (delivery 

service to citizen not customer) dalam proses penyelenggaraan administrasi publik 

dan kebijakan publik. Berbagai kebijakan dan program diarahkan untuk memenuhi 

kepentingan warga masyarakat dan dilakukan melalui tindakan kolektif dan proses 

kolaboratif. Menurut pendekatan NPS, administrasi publik tidak bisa dijalankan 

seperti perusahaan swasta seperti dikehendaki dalam NPM karena administrasi 

negara harus mampu menciptakan suasana demokratis dalam keseluruhan proses 

kebijakan publik, yaitu dengan memperhatikan kepentingan dan nilai-nilai yang 

hidup di kalangan masyarakat. Pegawai pemerintah tidak melayani pelanggan, 

tetapi memberi pelayanan untuk kepentingan demokrasi. Maknanya adalah NPS 

menaruh minat yang besar terhadap keadilan sosial, yaitu dengan melibatkan 

masyarakat secara langsung dalam setiap aktivitas proses kebijakan publik.  
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Istilah public governance menunjuk pada saling interaksi antara para 

stakeholder dengan tujuan mempengaruhi hasil kebijakan publik . stakeholder 

diatas meliputi antara lain adalah masyarakat (warga negara), organisasi 

masyarakat, lembaga publik, media massa, politisi, organisasi nirlaba, kelompok 

kepentingan dan sebagainya. Menurut Oesborne, (2010:6-7) Public Governance 

berisi lima untaian berikut. 

a. Socio-political governance: menyangkut hubungan antarinstitusi dalam 

masyarakat. Kooiman (1999) mengatakan bahwa hubungan timbal balik 

dan interaksi antarinstitusi dalam masyarakat perlu dipahami secara totalitas 

dalam pembuatan ataupun implementasi kebijakan publik. 

b. Public Policy governance: berkaitan dengan bagaimana elite pembuat 

kebijakan beserta jaringannya berinteraksi dalam proses pembuatan dan 

pelaksanaan kebijakan publik. 

c. Administrative Governance: menyangkut efektivitas penerapan 

administrasi publik dan reposisinya untuk menangani masalah- masalah 

pemerintahan yang dewasa ini semakin kompleks. 

d. Contract governance: berkaitan dengan penerapan NPM, dipandang perlu 

adanya kontrak perjanjian dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

(perjanjian antara penyedia layanan publik dengan pihak penerima layanan). 

e. Network governance: merupakan jaringan kerja mandiri antarorganisasi 

pemerintah atau tanpa organisasi pemerintah dalam penyediaan pelayanan 

publik.  

 

2.2 Organisasi Publik 

2.2.1 Definisi Organisasi Publik 

 Organisasi merupakan wadah untuk melakukan kerjasama antara dua orang 

atau lebih guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Menurut Robbin (1990) 

dalam Keban (2014:127) organisasi  adalah suatu kesatuan sosial yang 
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dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan yang jelas, yang berfungsi 

secara relatif teratur dalam rangka mencapai suatu atau serangkaian tujuan. 

 organisasi publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang 

dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan). Menurut Ndraha 

(1999) dalam Mukarom (2015:180) organisasi publik adalah organisasi yang 

didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa publik dan layanan 

civil. Sedangkan menurut Mukarom (2015:181) Organisasi publik adalah 

organisasi terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengaan ruang 

lingkup  negara dan mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) dalam 

bidang politik, administrasi pemerintahan dan hukum secara terlembaga sehingga 

mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya dan melayani keperluannya. 

Sebaliknya, berhak pula memungut pajak untuk pendanaan serta menjatuhkan 

hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Berdasarkan beberapa definisi di 

atas mengenai organisasi publik, peneliti menyimpulkan bahwa organisasi publik 

merupakan organisasi yang sah secara hukum sehingga dapat melayani kebutuhan 

masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah. 

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disingkat 

dengan DPMPTSP adalah organisasi publik. Berdasarkan Peraturan Bupati 

Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut DPMPTSP 

adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan 

menetapkan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan dan kebijakan 

pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman 

modal daerah dan rencana strategis daerah, sesuai program pebangunan daerah serta 

berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Setiap hasil penyusunan, revisi dan 

evaluasi Standar Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP akan dilaporkan kepada 

Bupati dan Semua pengeluaran keuangan yang timbul sebagai akibat 

diberlakukannya Peraturan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi. Jadi Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu wadah untuk melakukan 
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kegiatan pelayanan demi memenuhi kebutuhan masyarakat dengan difasilitasi oleh 

pemerintah daerah. 

2.2.2 Tujuan dan Ciri-ciri Organisasi Publik 

 Organisasi Publik bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi 

kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam 

operasionalnya. Organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, 

tidak pada profit/laba/untung. Adapun ciri-ciri organisasi sektor publik adalah: 

a. Tidak mencari keuntungan finansial; 

b. Dimiliki secara kolektif oleh publik; 

c. Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham; 

d. Keputusan yang terkait kebijakan ataupun operasi berdasarkan 

konsensus 

 

2.3  Manajemen Pelayanan Publik 

2.3.1 Definisi Manajemen Pelayanan Publik 

  Menururt Manullang dalam Mukarom (2015:80) definisi Manajemen yaitu  

seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan 

pengawasan sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan Ivancevich, Lorensi, Skinner, dan Crosby 

(2000) dalam Mukarom (2015;80) mendefinisikan pelayanan adalah produk yang 

tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan 

menggunakan peralatan.  Sehingga dari pengertian diatas, manajemen pelayanan 

menurut Mukarom (2015:80) dapat diartikan sebagai proses penerapan ilmu dan 

seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengoordinasikan 

dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan 

pelayanan. 

2.3.2 Definisi Pelayanan Publik 

 Menurut Kotler dalam Sampara Lukman (2000:8), pelayanan adalah setiap 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 

fisik. Selanjutnya Sampara (2000:8) berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan 
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atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antarseseorang dengan 

orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. 

Sedangkan istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, 

masyarakat, negara. Sehingga menurut Sinambella (2006:5) pelayanan publik 

diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah  terhadap 

sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada suatu produk secara fisik. Menurut Moenir (2001:13) Pelayanan publik 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 

landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha 

memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. 

 Pengertian pelayanan publik menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 

Tahun 2003, sebagai berikut: Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebgaai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti 

yang ada diatas maka peneliti menyatakan bahwa pelayanan publik adalah suatu 

kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara terbuka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari 

Moenir (2001:13) Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur 

dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan 

haknya. 

Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut 

yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan 

tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang 

direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Dalam pelayanan publik pada 

umumnya pemerintah melakukan pengaturan terhadap barang publik  maupun 

barang setengah publik. Sejalan dengan karakteristik barang di atas, kegiatan 

pelayanan publik dalam Istianto (2009:126) dikatakan oleh Londsdale dan Enyedi 
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sebagaimana dikutip Roth sebagai “something made available to the whole of 

population, and involves things which people can not provide for themselves, i.e. 

people must act collectively. Pengertian ini memberikan ciri bahwa setiap orang 

tidak dapat menyediakan kebutuhannya sendiri melainkan harus disediakan secara 

berkelompok. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah dapat dibagi menjadi 

dua kategori utama yaitu pelayanan dasar dan pelayanan umum. Mahmudi (dalam 

Hardiyansyah, 2011: 20) membagi dua kategori utama tersebut menjadi beberapa 

jenis pelayanan yaitu sebagai berikut: 

1. Pelayanan Kebutuhan Dasar 

Dalam pelayanan kebutuhan dasar yang diberikan pemerintah dibagi 

menjadi tiga jenis pelayanan yaitu. 

a. Kesehatan 

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat karena 

kesehatan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan. 

Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat dalam suatu negara 

merupakan pemicu rendahnya tingkat kemiskinan sehingga 

kesejahteraan juga ikut menurun. 

b. Pendidikan dasar 

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi sumber daya 

manusia. Seperti halnya kesehatan, pendidikan juga berpengaruh 

besar dalam menentukan tingkat kemiskinan suatu negara. 

Perhatian pemerintah yang tinggi terhadap pendidikan dapat 

menentukan bagaimana nasib bangsa kedepan. Menurut 

Hardiyansyah (2011:22) jika kita ingin mengetahui bangsa ini 

tiga puluh tahun atau lima puluh tahun yang akan datang, maka 

lihatlah anak-anak sekolah dasar kita sekarang. 

c. Bahan Kebutuhan pokok 

Pemerintah juga harus menjamin harga-harga dan pasokan 

bahan kebutuhan pokok, seperti beras, gula pasir, gas elpiji, 

daging, telur, ayam, sayur-mayur dan sebagainya. Lonjakan 

harga bahan kebutuhan dasar dapat memicu dampak negatif 
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dalam perekonomian maupun stabilitas politik. Pemerintah 

mempunyai peran menjaga harga dan menjamin cadangan 

persediaan barang untuk menghindari adanya kelangkaan. 

2. Pelayanan Umum 

Selain memenuhi pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah juga harus 

memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan umum 

yang dimaksud adalah. 

a. Pelayanan Administratif 

Pelayanan administratif merupakan pelayanan penyediaan 

berbagai bentuk dokumen yang menunjukkan keterangan atas 

apa yang terjadi. Pelayanan administratif misalnya pembuatan 

kartu tanda penduduka (KTP), setifikat tanah, perizinan usaha, 

akta kelahiran, angka kematian, dan sebagainya. 

b. Pelayanan Barang 

Pelayanan barang adalah peelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk barang yang menjadi kebutuhan publik, 

misalnya penyediaan air bersih, listrik dan jaringan telepon. 

c. Pelayanan Jasa 

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk jasa yang dibutuhkan publik seperti pendidikan tinggi 

dan menengah, pemeliharaan transprotasi, pemeliharaan 

kesehatan, sanitasi lingkungan, dan sebagainya. 

 Berdasarkan uraian diatas peneliti mengemukakan bahwa pelayanan 

perizinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu termasuk dalam pelayanan umum yaitu pelayanan administratif. 

Selanjutnya menurut Moenir (2001: 13), pelayanan publik harus 

mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut:  

1) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas 

dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;  

2) Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan 

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar 
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berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap 

berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas;  

3) Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat 

memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan;  

4) Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah 

terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan 

berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut 

menyelenggarakan. 

2.3.3 Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan 

dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. 

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh penerima layanan. Menurut Keputusan 

MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 Standar pelayanan sekurang-kurangnya sebagai 

berikut. 

a. Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagipemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pengaduan. 

b. Waktu Penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak pengajuan permohonan 

sampai penyelesaian pelayanan 

c. Biaya Pelayanan 

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam 

proses pemberian layanan. 

d. Produk Layanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

e. Sarana dan Prasaran 

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai. 

f. Kompetensi Petugas pemberi layanan 
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Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, ketrampilan, keahlian, sikap dan perilaku 

yang dibutuhkan. 

 Berdasarkan beberapa uraian diatas peneliti menjelaskan bahwa standar 

pelayanan publik yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan 

Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 tentang pedoman umum penyelenggaraan 

pelayanan publik sifatnya mengikat pada semua penyelenggara pelayanan publik 

seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Banyuwangi. 

2.3.4 Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

 sesuai dengan KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2004, ada 4 pola pelayanan, 

yaitu sebagai berikut. 

1) Pola pelayanan Fungsional 

Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai 

dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. 

2) Terpusat 

Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggaraan 

pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara 

pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan. 

3) Terpadu 

a. Terpadu Satu Atap 

Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam suatu 

tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak 

mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa 

pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan 

masyarakat tidak perlu disatuatapkan. 

b. Terpadu Satu Pintu 

Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu 

tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki 

keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. 

4) Gugus Tugas 
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Peetugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus 

tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian 

pelayanan tertentu. 

 

 Dari penjelasan diatas, dalam penelitian ini pola pelayanannya 

menggunakan pelayanan terpusat yaitu terpadu satu pintu, untuk memudahkan dan 

menyederhanakan dalam perizinan. 

 Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu menurut Mukarom 

(2015:115) adalah sebagai berikut. 

a. meningkatkan kualitas layanan publik; 

b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan publik; 

c. sasaran yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pelayanan Terpadu 

Satu Pintu adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, 

mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatnya hak-hak 

masyarakat terhadap pelayanan publik. 

2.3.5 Asas Pelayanan Publik 

 Sesuai dengan KEP. MENPAN No. 63/2004 penyelenggaraan pelayanan 

harus memenuhi asas-asas sebagai berikut. 

a. Transparansi; bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang memerlukan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti. 

b. Akuntabilitas; dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisional; sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetsp berprinsip pada efisiensi dan 

efektivitas. 

d. Partisipasi; mendorong peran serta masyarakat dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat. 
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e. Kesamaan Hak, tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, 

ras,agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan 

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. 

 

Ada empat unsur penting dalam proses pelayanan publik menurut Bharata 

(2004:11) dalam Mulyadi (2016:195) , yaitu sebagai berikut. 

a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan 

tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk 

penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services) 

b. Penerima Layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai costumer atau 

customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan. 

c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan 

kepada pihak yang membutuhkan layanan. 

d. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan 

harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. 

Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh 

para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar 

kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati. 

2.4 Elektronik Government 

2.4.1 Definisi Elektronik Goverment 

 Definisi e-goverment menurut Bank Dunia (World Bank)  dalam Indrajit 

(2002:2) adalah sebagai berikut. 

 “E-Goverment refers to the use by goverment agencies of information 

technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) 

that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms 

of goverment.” 

 Definisi e-goverment tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan teknologi 

informasi oleh aparat  pemerintah mampu meningkatkan hubungan dengan warga 

negara, pelaku bisnis dan dengan sesama pemerintah itu sendiri. Peran teknologi 
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informasi di dalam proses pemerintahan mampu meningkatkan kinerja yang terkait 

dengan aktivitas koordinasi, komunikasi, dan termasuk aktivitas pelayanan. 

Konsep e-Goverment menurut Mary Maureeen Brown dalam Rabin 

(2003:427) merupakan penggunaan teknologi terutama aplikasi internet berbasis 

web untuk meningkatkan akses kepada dan kiriman pelayanan pemerintah kepada 

warga negara, rekanan bisnis, pekerja dan entitas pemerintah yang lain. E-

Goverment juga dapat dimaknai sebagai suatu sistem manajemen informasi dan 

layanan masyarakat yang berbasis internet untuk merekam dan melacak informasi 

publik dan memberi akses layanan publik oleh instansi pemerintah (Abidin, 

Zainal:2001, dalam Mulyadi 2016:79). Adapun tujuan dari penggunaan konsep ini 

adalah untuk mendorong dan menyederhanakan penyelenggaraan pemerintahan, 

terutama dalam hal pelayanan publik, bagi semua pihak. Menurut Bachus, dalam 

Mulyadi (2016:79) penggunaan E-Goverment akan mendorong dan menstimulasi 

terciptanya good governance atau tata kelola kepemerintahan yang baik. 

Pada pelaksanaan E-goverment, informasi, komunikasi, dan transaksi antara 

masyarakat dan pemerintah dilakukan via internet. Sehingga ada beberapa manfaat 

yang dihasilkan seperti misalnya, komunikasi dalam sistem administrasi 

berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Informasi dapat dicari 

dari kantor, rumah, bahkan mobile dimanapun tanpa harus secara fisik datang ke 

kantor pemerintahan atau tempat-tempat pelayanan umum.  

Maka e-goverment dapat peneliti pilih sesuai dengan pendapat (Abidin, 

Zainal:2001, dalam Mulyadi 2016:79) yang intinya yaitu sebagai suatu sistem 

manajemen informasi dan layanan masyarakat yang berbasis internet untuk 

merekam dan melacak informasi publik dan memberi akses layanan publik oleh 

instansi pemerintah. 

2.4.2 Manfaat Elektronik Goverment (e-Goverment) 

 Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya Elektronik Goverment bagi 

suatu Negara dalam Indrajit (2002; 5), antara lain: 

a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya 

(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja 

efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara; 
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b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance; 

c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi 

yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan 

aktivitas sehari-hari; 

d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber 

pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan; dan 

e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang baru yang secara cepat dan 

tepat menjawab berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta 

f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah 

dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan 

demokratis. 

2.4.3 Jenis – jenis Pelayanan e-Goverment 

 Dalam implementasinya, dapat dilihat sedemikian beragam tipe pelayanan 

yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui e-Goverment. 

Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan 

melihatnya dari dua aspek utama: 

a. Aspek Kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi 

sebuah aplikasi e-Goverment yang ingin dibangun dan diterapkan; dan 

b. Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan 

besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya. 

Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis proyek e-Goverment dapat 

dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu: publish, interact dan transact. 

1) Publish 

Jenis ini merupakan implementasi e-Goverment yang termudah karena 

selain proyek yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu 

melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Di dalam kelas 

Publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah 

mempubliskasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat 

secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang 
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berkepentingan melalui internet. Biasanya kanal akses yang dipergunakan 

adalah komputer atau handphone melalui medium internet, dimana alat-alat 

tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs (website) departemen atau 

divisi terkait dimana kemudian user dapat melakukan browsing (melalui link 

yang ada) terhadap data atau informasi yang dibutuhkan. 

2) Interact 

Berbedanya dengan kelas publish yang sifatnya pasif, pada kelas interact telah 

terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang 

berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama 

adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi 

mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas 

publish, user hanya dapat mengikuti link saja). Yang kedua adalah pemerintah 

menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-

unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti chatting, tele-

conference, web-TV, dn lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui 

email, frequent ask questions, newletter, mailing list, dan lain sebagainya). 

3) Transact 

Pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interact, hanya saja 

terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu 

pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan 

yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih 

rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem 

keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan 

hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik. 

2.4.4 Elemen Sukses e-Goverment 

 Elemen sukses e-Goverment menurut Riset University of Maryland dalam 

Indrajit (2002,61-67) ada 8 elemen sukses yaitu: 

a. Political Environment 

Yang dimaksud dengan elemen ini adalah keadaan atau suasana 

politik dimana proyek yang bersangkutan berada atau dilaksanakan; 

b. Leadership 
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Faktor kepemimpinan biasanya menempel pada mereka yang 

bertugas sebagai pemimpin dari penyelenggaraan proyek, yaitu para 

manajer proyek (project manager). Adalah merupakan tanggung jawab dari 

manajer proyek untuk melaksanakan sebuah proyek dari awal hingga akhir 

sesuai dengan siklus proyek (project life cycle) yang dijalankan; 

c. Planning 

Sesuai dengan siklus manajemen proyek yang ada, perencanaan 

merupakan sebuah tahap yang sangat penting, karena pada tahap awal inilah 

gambaran menyeluruh dan detail dari rencana keberadaan sebuah inisiatif 

e-Goverment diproyeksikan; 

d. Stakeholders 

Yang dimaksud dengan stakeholder disini adalah berbagi pihak yang 

merasa memiliki kepentingan (langsung maupun tidak langsung) terhadap 

penyelenggaraan proyek e-Goverment terkait. Adalah merupakan tugas 

pemimpin proyek atau manajer proyek untuk dapat memahami kepentingan 

masing-masing stakeholder yang ada dan mencoba menyatukannya agar 

seluruh perbedaan kepentingan yang dimaksud dapat menuju kepada satu 

arah pencapaian visi dan misi e-Goverment (konvergensi); 

e. Transparency/Visibility 

Transparansi sebuah proyek e-Goverment sangat erat kaitannya 

dengan keberadaan stakeholder, dalam arti kata adalah bahwa harus selalu 

tersedia seluruh data dan informasi mengenai seluk beluk dan status proyek 

yang sedang berlangsung untuk dapat secara bebas diakses oleh stakeholder 

yang beragam tersebut; 

f. Budgets 

Bukanlah merupakan sebuah rahasia lagi bahwa kekuatan sumber 

daya finansial yang dianggarkan pada sebuah proyek e-Goverment 

merupakan salah satu elemen strategis dan sangat menentukan berhasil 

tidaknya pelaksanaan sebuah proyek; 

g. Technology 
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Spektrum teknologi yang digunakan di dalam e-Goverment 

sangatlah lebar, dari yang paling sederhana dan murah sampai dengan yang 

paling canggih (state-of-the-art). Adalah merupakan kenyataan bahwa 

pilihan teknologi yang akan diimplementasikan di dalam sebuah proyek e-

Goverment sangat tergantung dengan anggaran yang tersedia; 

h. Innovation 

ssElemen terakhir yang turut memberikan kontribusi terhadap berhasil 

tidaknya sebuah proyek e-Goverment adalah kemampuan anggota proyek 

untuk melakukan inovasi-inovasi tertentu. Yang dimaksud dengan inovasi 

disini tidaklah terbatas pada kemampuan menciptakan produk-produk baru 

tertentu, tetapi mereka yang terlibat di dalam proyek harus memiliki 

sejumlah tingkat kreativitas yang cukup, terutama dalam melakukan 

pengelolaan terhadap proyek e-Goverment yang ada, sehingga berbagai 

hambatan yang kerap ditemui dalam sebuah proyek dapat dengan mudah 

dihilangkan. Kemampuan untuk menciptakan ide-ide dan menerapkan ide-

ide di dalam seluruh rangkaian siklus sebuah proyek sangat dibutuhkan di 

dalam mengimplementasikan e-Goverment terutama banyaknya 

stakeholder yang terlibat dan tingginya kompleksitas proyek terkait. 

2.5 Elektronik Service 

2.5.1 Definisi Elektronik Service 

 Dalam Scupola (2010:13) Hofaker (2007) mengemukakan bahwa beberapa 

definisi memiliki fokus pada delivery dan jaringan digital. Sementara yang lain 

menekankan baik proses delivery dan manfaat atau hasil dari layanan. Namun, pada 

umumnya definisi e-service ditandai dengan pengiriman layanan elektronik. 

Selanjutnya e-service dijelaskan dalam zericka (2013:351) oleh Rowley (2006) 

yang mengungkapkan bahwa e-service adalah perbuatan, usaha, atau pertunjukan 

yang pengiriman dimediasi oleh teknologi informasi. Definisi tersebut 

menunjukkan adanya tiga komponen utama yaitu, penyedia layanan, penerima 

layanan dan saluran layanan (yakni teknologi). E-service merupakan gabungan 

antara pelayanan dan elektronik. E-service adalah sebuah langkah yang dirasa 

mampu menjadi solusi dalam mengatasi kesulitan dari pelayanan tradisional. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


31 
 

Dimana kendala yang sering ada pada keterbatasan fasilitas perusahaan atau 

organisasi publik. Dari segi efisiensi waktu, e-service bisa diakses lebih fleksibel 

bagi pelanggan dimanapun dan waktu respon dari perusahaan yang tergolong cepat.  

Yang dimaksut e-service oleh peneliti dalam penelitian ini adalah proses 

pelayanan publik yang dimediasi oleh teknologi informasi (termasuk internet) 

untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien. 

2.5.2 Manfaat electronik Service 

 Manfaat adanya e-service menurut Batagan, Procovnicu, dan Capisizu 

(2009) antara lain: 

1. Membiasakan individu dengan informasi elektronik dan mendidik mereka 

tentang manfaat menggunakan teknologi canggih. 

2. Memungkinkan telecomuting 

3. Menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sosial, budaya dan 

ekonomi aspek individu 

4. keterbukaan informasi 

5. menghilangkan hambatan waktu dan lokasi 

6. meningkatkan akuisisi data, transformasi dan pengambilan, seperti 

kekacauan data dalam layanan tradisional. 

7. Meningkatkan penggunaan kembali informasi 

8. Mengurangi waktu 

9. Mengurangi biaya meningkatkan akses informasi untuk pengambilan 

keputusan 

10. Menumbuhkan hubungan yang lebih baik dengan pelanggan 

11. Mengurangi biaya overhead seperti administrasi manfaat 

12. Proses kecepatan turnover seperti penggantian biaya memungkinkan 

pencarian volume besar heterogen (dokumen, halaman, database, pesan, 

multimedia). 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu 

Judul penelitian Analisis Pelayanan Perizinan di Badan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 
Makassar 

Implementasi Perbup No. 63 Tahun 2011 Tentang 

Peraturan Pelayanan Perizinan Terpadu (Studi 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi) 

Tahun 2013 2017 

Penulis Evy Urmilasari Baktiawan Nusanto 
Debby Cahya Nuriantika 

Lembaga Universitas Hasanuddin Universitas Muhammadiyah Jember 

Rumusan 

Masalah 

1. Bagaimana inovasi layanan pertanahan 

di kantor Pertanahan Kota urabaya II? 
2. Bagaimana strategi inovasi layanan 

pertanahan dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan 
Kota Surabaya II? 

3. Bagaimana kualitas pelayanan di 

Kantor Pertanahan Kota Surabaya II? 

apakah pelaksanaan perizinan terpadu di 

Kabupaten Banyuwangi transparan dan cepat 
sesuai dengan tujuan dibentuknya pelayanan 

tersebut? 

Metode 

Penelitian 

Kualitatif deskriptif Kualitatif deskriptif 

Hasil Penelitian Kepuasaan masyarakat dalam pelayanan per-

izinan SIUP sudah mampu dicapai oleh Badan 
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 

Makassar me-lalui metode sistem satu Pintu 
(PTSP), yang diukur melalui 4 

Indikator/dimensi dan 14 unsur pelayanan yang 

terkandung dida-lamnya yang digunakan untuk 
mengukur tingkat efektivitasnya, diperoleh 

pencapaian IKM rata-rata 3,16 yang berarti 

baik. Adapun rincian pencapaian hasil tersebut 
adalah se-bagai berikut: a) Indeks kepuasaan 

masyara-kat dalam dimensi waktu yang sudah 

sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat 
pen-capaian skor, yakni kepastian jadwal pela-

yanan (2,9) dan kecepatan pelayanan (2,9). 

Sebagian besar masyarakat menilai bahwa 
petugas tidak mengulur ulur waktu dalam 

bekerja sehingga perizinan dapat diselesaikan 

sesuai target waktu yang ditentukan; b) 
Pengenaan biaya / tarif yang diberlakukan 

cukup ekonomis, yaitu dengan pencapaian skor 

(3,43) untuk kewajaran biaya pelayanan dan 
(3,47) untuk kepastian biaya pelayanan. Hal ini 

juga didukung oleh diberlakukannya perda 

Kota Makassar Nomor 5 tahun 2012 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu (Lem-baran 

Daerah Tahun 2012 Nomor 5. Yang 

menetapkan retribusi pelayanan Surat Izin 
Usaha Perdagangan (SIUP). c) Secara umum, 

kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan, 

keadilan, serta kesopanan dan keramahan 
petugas dalam memberikan pelayanan sudah 

sangat baik atau tinggi, yaitu dengan 

pencapaian skor ra-ta-rata (3,22); d) Mengenai 
kualitas pela-yanan juga sudah sangat baik 

 

 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu berupaya dalam mendekatkan diri 

kepada masyarakat melalui inovasi program 
pelayanan perizinan. Beberapa inovasi yang 

dilakukan adalah mobil keliling, One Day 

Service, One Call Finish, website dan perizinan 
online. Inovasi tersebut dibuat agar 

mempermudah masyarakat dalam urusan 

perizinan. Dinas PM dan PTSP juga 
mempublikasikan prosedur perizinan yang 

menjadi kewenangannya di website. Selain itu, 

Dinas PM dan PTSP mulai melimpahkan 
kewenangan perizinan ketingkat 

kecamatan,dengan ketentuan nilai perizinan untuk 

IMB dan SIUP dalam skala kecil.  
selain itu pula Perkembangan investasi di 

Banyuwangi mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan beberapa tahun belakangan ini. Naik 
turun nilai investasi terjadi pada tahun 2012 

hingga tahu 2016. Nilai investasi paling melesat 

terjadi pada tahun 2015. Dan kembali mengalai 
penurunan nilai investasi di tahun 2016.  

 

Persamaan 
dengan 

Penelitian 

1. Menggunakan Metode kualitatif 
deskriptif 

2. Membahas Pelayanan Perizinan 

 

1. Menggunakan metode kualitatif 
deskriptif 

2. Tempat penelitian 

Perbedaan 
dengan 

Penelitian 

1. Tempat penelitian 1. Fokus penelitian 
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2.7 Kerangka Konseptual 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Administrasi Publik 

Organisasi Publik 

Manajemen Pelayanan Publik 

Konsep E-Goverment 

Konsep E-Service   

SIPO 

Peraturan Bupati 

Banyuwangi No 

23 Tahun 2017 

tentang Standar 

Pelayanan 

Perizinan pada 

Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten 

Banyuwangi 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

Menurut Sugiyono (2011:2) metode penelitian adalah suatu cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang 

dimaksud yaitu cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan sistematis. Sementara 

itu, Sudjana (1991:52) secara lebih teknis menjelaskan bahwa metode merupakan 

suatu penekanan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, 

karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan.  

Metode penelitian akan sangat membantu peneliti di bidang sosial untuk 

menemukan informasi, menjelaskan keadaan, dan membantu menciptakan ide-ide 

yang baru. Dengan memilih metode yang tepat untuk suatu penelitian akan 

menjadikan hasil dan rekomendasi penelitian lebih akurat dan tepat guna. Di dalam 

penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian; 

2. Tempat dan waktu penelitian; 

3. Data dan sumber data; 

4. Penentuan informan; 

5. Teknik dan alat pengumpulan data; 

6. Teknik pemeriksaan keabsahan data; 

7. Teknik penyajian dan analisis data. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian sebagai salah satu metode penelitian berguna untuk 

memberi pilihan begi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang 

akan dilakukan. Di dalam buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas 

Jember (2016:22), jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori 

penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman dan Akbar 

(2009:4) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk 
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membuat pemberian sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-

sifat populasi tertentu. Penjelasan lain disampaikan Arikunto (2003:310) yang 

dikutip dari Prastowo (2012:111) bahwa metode deskriptif tidak dimaksudkan 

untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan 

riil tentang suatu variabel, gejala atau keadaan objek penelitian. Sesuai definisi 

tersebut, penelitian ini dilakukan bukan untuk menguji hipotesis tertentu, akan 

tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil bagaimana inovasi pelayanan 

Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Banyuwangi. 

 Sedangkan definisi penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013:8) yaitu 

sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada 

kondisi alamiah. Gunawan (2013:83) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif 

adalah 

 “Suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia 

atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks 

yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang 

diperoleh dari para sumber informasi serta dilakukan dalam latar 

(Settting) yang alamiah”. 

Berangkat dari definisi tersebut, penelitian ini berupaya memberi 

gambaran dan uraian secara jelas tentang inovasi proses pelayanan perizinan 

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Banyuwangi secara sistematis, menyeluruh, sesuai kondisi alamiah, dengan 

cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan metode ilmiah. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat penelitian merupakan tempat peneliti melakukan kegiatan 

penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan guna menjawab rumusan 

masalah yang ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi yaitu 

di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 57, Tukangkayu, Kabupaten Banyuwangi. Adapun 

waktu yang digunakan peneliti yaitu April sampai dengan Juni 2018. Beberapa 
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alasan peneliti menyatakan perlu untuk melakukan penelitian adalah sebagai 

berikut. 

1. Belum ada penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai 

penyelenggaraan pelayanan perizinan secara online di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. 

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Banyuwangi pada Tahun 2017 meraih penghargaan sebagai Unit Pelayanan 

terbaik yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

 Data memegang peran penting dalam penelitian. Tanpa adanya data yang 

tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang 

lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun 

objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis dan diuji keabsahannya 

sehingga mampu menjawab masalah penelitian. Menurut buku pedoman 

Pennulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:23) mendefinisikan data 

sebagai kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi 

yang berasal dari sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang menurut 

Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka. 

Sedangkan pengertian sumber data dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

Universitas Jember (2012:23) adalah uraian tentang asal diperolehnya data 

penelitian. Dalam penelitian ini tedapat dua jenis sumber data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang 

diperoleh secara langsung terkait dengan masalah yang dikaji yaitu 

tentang inovasi proses Pelayanan Perizinan  Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi dari hasil 

observasi atau pengamatan lapangan secara langsung, dokumentasi, 

catatan lapangan dan wawancara. 
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2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapat 

peneliti dari hasil studi literatur dan dokumen terkait inovasi pelayanan 

perizinan. 

 

3.4 Penentuan Informan Penelitian 

 Menurut Moleong (2014:132), ”informan adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian”. Penggunaan informan dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk 

mendapatkan informasi-informasi terkait dengan permasalahan dalam 

penelitian. Moleong (2014:132) menyatakan, ”kegunaan informan bagi peneliti 

ialah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan 

diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan 

etnografi.”  

Dalam menetapkan seorang sebagai informan penelitian tidak dapat 

dilakukan dengan menunjuk begitu saja, namun informan yang ditunjuk harus 

berperan serta, dan menguasai serta memahami betul permasalahan 

yang akan menjadi objek penelitian. Dengan demikian akan mendapat informasi 

yang valid. Menurut Moleong (2012:132-133) usaha untuk menemukan informan 

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.  

1. Melalui keterangan orang yang berwewenang, baik secara formal 

(pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh 

masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain). Perlu dijajaki jangan sampai terjadi 

informan yang disodorkan itu berperan ganda, misalnya sebagai pegawai lurah dan 

sebagai informan pembantu  peneliti, yang mungkin juga ditugaskan memata-matai 

peneliti.  

2. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan 

wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang 

dikemukakan di atas.  

Kriteria untuk menentukan informan menurut Sugiyono (2013:56-57) adalah 

sebagai berikut.  
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1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses 

enkulturasi, sehingga itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.  

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada 

kegiatan yang tengah diteliti.  

3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.  

4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil 

“kemasannya” sendiri.  

5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti 

sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru 

atau nara sumber.  

Menurut buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember 

(2016:24) seorang informan harus menguasai dan memahami objek penelitian yang 

mampu menjelaskan secara jelas dan rinci terkait masalah penelitian. Sesuai dengan 

jenis penelitian kualitatif yang diusung peneliti. Penelitian ini menggunakan 

informan yang ditentukan dengan teknik purposive . Menurut Sugiyono (2017:272) 

teknik purposive adalah teknik pengambilan informan atau sample sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Peeertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut 

yang dianggap paling mengetahui tentang informasi yang diharapkan, atau 

mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti 

menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. 

 Berdasarkan definisi informan  dan melihat situasi sosial diatas, peneliti 

menentukan sejumlah informan yang dinilai peneliti memenuhi kriteria atau ciri-

ciri sebagai informan yang dpaat dimintai informasi terkait kesiapan penerapan 

inovasi Pelayanan Perizinan Sistem Pendaftaran Izin Online (SIPO) oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Banyuwangi sebagai berikut; 

a. Bapak Moh. Khoirul Anam, S,Ap selaku Kasi Pelayanan 

b. Bapak Fatah Hidayat S.Sos, M.Si selaku kasubbag Penyusunan Program 

c. Mega hilal Wardhani sebagai Front Office 

d. Anang Hadi Priyono sebagai pelaksana atau back Office 

e. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan. 
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3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 Buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) 

menjelaskan bahwa teknik dan alat pengumpulan data merupakan cara dan 

instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Teknik 

pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara, survei, angket 

atau pengukuran. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat 

perekam, alat ukur, draf wawancara, kuisioner atau alat elektronik. Teknik dan alat 

pengumpulan data digunakan dalam penelitian untuk menggali data-data relevan 

yang dibutuhkan dalam penelitian. Sesuai dengan definisi dan keterangan mengenai 

teknik pengumpulan tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik 

penelitian yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Telaah Pustaka; 

2. Observasi; 

3. Dokumentasi; dan 

4. Wawancara. 

3.5.1 Telaah Pustaka 

 Telaah pustaka merupakan teknik untuk memperoleh data dengan mengkaji 

teori-teori, konsep-konsep, konsep studi terdahulu maupun permasalahan yang 

akan diteliti dari literatur yang telah ada seperti buku atau jurnal penelitian. Menurut 

Silalahi (2012:96) telaah pustaka memiliki peranan penting dalam penelitian untuk 

menghindari duplikasi, membantu merancang tahapan penelitian dan membantu 

peneliti untuk membentuk kerangka teoritis terkait masalah penelitian yang akan 

dikaji. 

3.5.2 Observasi 

 Definisi observasi menurut Gunawan (2014: 143) “observasi ialah studi 

yang disengaja dan sistematis tentang fenomena social dan gejala-gejala psikis 

dengan jalan pengamatan dan pencatatan”. Menurut Usman dan Akbar (2009:52) 

observasi merupakan usaha peneliti unttuk mengamati dan mencatat secara 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan teknik observasi 

membutuhkan kecermatan dan daya ingat yang kuat dalam pengamatan sehingga 

diperoleh data-data yang relevan. Untuk membantu teknik observasi ini Usman dan 
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Akbar (2009:54) menyebutkan diperlukannya alat bantu observasi yaitu daftar 

riwayat kelakuan, catatan berkala, daftar catatan, alat elektronik seperti kamera, dan 

alat perekam. Jenis-jenis teknik observasi sendiri menurut Usman dan Akbar 

(2009:54) terdiri dari tiga yaitu: 

a. Partisipasi atau lawannya nonpartisipasi; 

b. Sistematis atau lawannya nonsistematis; dan 

c. Ekperimental atau lawannya nonekperimenetal. 

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi sistematis. 

Pengertian teknik observasi non-partisipasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) 

merupakan teknik observasi yang observer tidak terlibat langsung dengan objek 

yang diteliti. Sedangkan pengertian teknik observasi sistematis menurut Usman dan 

Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu 

kerangka yang memuat faktor-faktor yang akan diobservasi menurut kategorinya. 

Peneliti dalam penelitian ini mengamati secara langsung dan membuat kerangka 

observasi terlebih dahulu untuk mengamati bagaimana penyelenggaraan pelayanan 

perizinan melalui SIPO (Sistem Informasi Perizinan Online) Oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Banyuwangi. 

3.5.3 Dokumentasi 

 Menurut Sugiyono (2013:82), ”dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang”. Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan 

antara lain, data gambaran umum Kabupaten Banyuwangi, Gambaran Umum Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, prosedur pelayanan 

perizinan secara manual, prosedur pelayanan perizinan secara online, permasalahan 

yang dihadapi selama penerapan perizinan online, data histori pelayanan baik 

secara manual atau in-line dan juga menggunakan Online SIPO. 

3.5.4 Wawancara 

 Menurut Moleong (2014:186), “wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu”.Sedangkan menurut Gunawan (2014:160) 

mengungkapkan bahwa wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada 
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suatu masalah tertentu.” Maksud tertentu pada pengertian diatas adalah percakapan 

yang dilakukan mengarah kepada topik atau tema permasalahan dalam 

penelitian. Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua pihak, yaitu pihak 

yang mewawancarai (peneliti) dan yang diwawancarai (informan).   

Pelaksanaan wawancara memebutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan 

hasil data yang diperoleh dari wawancara seperti draf wawancara, buku catatan, alat 

perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara. 

 

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data 

 Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dari 

penelitian kualitatif. Hal ini karena keabsahan data merupakan alat untuk 

membuktikan keilmiahan suatu penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2012:327) 

teknik pemeriksaan keabsahan terdiri dri 8 tahapan yaitu perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan atau keajegan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan 

sejawat melalui diskusi, kecukupan refresinsial, analisis kasus negatif, pengecekan 

anggota, uraian rinci, auditing. Dalam penelitian ini peneliti memilih triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan keabsahan. 

 

a) Triangulasi  

Menurut Moleong (2014:332), triangulasi merupakan teknik pengujian 

keabsahan data yang diperoleh dengan menggunakan perbandingan antara 

data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Triangulasi 

berfungsi untuk menyamakan berbagai pendangan terhadap data yang 

diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan Moleong (2014:332) 

berikut ini. 

1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan 

2) Mengecek dengan berbagai sumber data-data; 

3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data 

dapat dilakukan. 
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3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data 

 Data-data yang diperlukan telah diperoleh dari proses pengumpulan data 

selanjutnya dianalisis untuk mengetahui esensi dari data tersebut terkait masalah 

yang diteliti. Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember 

(2012:23) menjelaskan teknik penyajian dan analisis data sebagai metode atau cara 

mengkaji dan mnegolah data awal atau data mentah menjadi informasi dan uraian 

tentang cara analisisnya. Teknik penyajian (display) menurut Usman dan Akbar 

(2009:85) data merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, network, 

chart atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan 

menarik terkait data namun tetap memberikan gambaran keseluruhan dta tersbut. 

Sedangkan menurut Wardiyanta (2006:37) analisi data merupakan upaya 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Secara umum teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Penggolongan teknis 

analisis data ini dilakukan berbdasarkan data yang menjadi bahan analisis dalam 

penelitian. 

Gambar 3.1 Komponen Analisis data kualitatif 

  

Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:92) 

 Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif sesuai dengan jenis data 

yang digunakan yaitu data kualitatif. 

 

 

Pengumpulan Data 

data 

Kesimpulan-kesimpulan: 

Penarikan/Verifikasi 

Reduksi Data 

data 

Penyajian data 
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3.7.1 Reduksi Data 

Banyaknya data yang didapatkan peneliti mulai awal penelitian tentu sangat 

rumit dan kompleks, maka perlu dilakukannya reduksi data. Sugiyono 

mengungkapkan (2013:92) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Data yang telah direduksi oleh peneliti 

kemudian disajikan secara rinci dan tersetruktur.   

3.7.2 Penyajian Data   

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

penyajian data. Sugiyono (2013:95) mengungkapkan dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk demikian 

dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan 

atau bagian tertentu dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 

2013:95), ”penyajian yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.   

3.7.3 Menarik Kesimpulan/Verifikasi  

Tahap ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Peneliti melakukan 

penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang sudah diolah. Kesimpulan yang 

dilakukan oleh peneliti didasarkan oleh fakta-fakta yang telah ditemukan dilapang 

dengan melakukan proses verifikasi mulai awal penelitian guna memperkuat 

kesimpulan yang dibuat oleh peneliti. Kesimpulan penelitian merupakan hasil atau 

jawaban daripada rumusan masalah yang telah ditetapkan.    
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BAB 5. PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penyajian hasil penelitian dan analisis data pelayanan 

perizinan bahwa pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut. 

 Pelayanan Perizinan melalui SIPO (Sistem Informasi Perizinan Online), 

mulai dari tahap registrasi hingga terbitnya dokumen dilakukan secara elektronik 

yaitu dengan registrasi terlebih dahulu, kemudian megisi dan melengkapi berkas-

berkas yang dibutuhkan di website, kemudian akan mendapatkan nomor registrasi 

dan terakhir akan ditindaklanjuti dengan pembuatan SK untuk surat izin. 

 Pelayanan perizinan dilakukan melalui sistem, yaitu dengan sistem 

elektronik atau menggunakan website. Pelayanan dengan sistem ini dikatakan baik 

karena sistem dirancang sedemikian rupa sebagai wujud dari elektronik goverment 

dengan memaksimalkan sistem informasi manajemen milik pemerintahan daerah 

Banyuwangi. SIPO yang merupakan website yang dikelola oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), terintegrasi dengan Dinas-

dinas lainnya diantaranya KPP Pratama. Namun, untuk servernya masih perlu 

perbaikan agar dapat menampung banyaknya perizinan yang masuk. 

Prosedur pelayanan didalam SIPO telah dijelaskan mengenai prosedur yang 

harus dilalui. Dimulai dari tahapan awal input data hingga output yaitu berupa surat 

izin. Prosedur pelayanan melalui SIPO terdapat tiga tahapan yaitu pertama 

pemberkasan melalui website dengan mengisikan data-data yang diperlukan, 

kemudian akan mendapatkan nomor registrasi dan terakhir akan ditindaklanjuti 

dengan pembuatan SK untuk surat izin. Sedangkan pelayanan tanpa menggunakan 

SIPO terdapat dua jenis yaitu dengan tinjau lapang dan tanpa tinjau lapang.Waktu 

penyelesaian yang ditetapkan sejak pengajuan permohonan sampai penyelesaian 

pelayanan. Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan perizinan yaitu 1 hari untuk 
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pelayanan tanpa tinjau lokasi dan 7 hari untuk pelayanan dengan tinjau lokasi. 

Namun, di lapangan peneliti menemukan fakta bahwa untuk perizinan dengan 

tinjau lokasi bisa sampai 1 bulan lamanya, karena bersinambungan dengan dinas 

lainnya. Seperti dinas Pekerjaan Umum mengenai Gambar struktur Bangunan atau 

Site Plan. Metode yang digunakan didalam pelayanan ini yaitu dengan metode 

pelayanan elektronik. Pelayanan yang tidak memerlukan tatap muka langsung 

antara penerima layanan dan pemberi layanan. Dengan metode ini diharapkan dapat 

mengurangi pungli. Saat dilapangan, peneliti menemukan fakta bahwa, pelayanan 

secara tatap muka langsung dengan petugas ada saja masyarakat yang mencoba 

memberikan sejumlah uang agar pelayanan perizinan yang sedang mereka ajukan 

segera selesai 

  

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan ada beberapa saran untuk 

meminimalisir segala hambatan yang terjadi. Adapun beberapa saran yang ingin 

peneliti berikan adalah sebagai berikut.  

1. Dinas PMPTSP perlu meningkatkan sistem informasi terutama Server pada 

SIPO agar petugas yang bertanggung jawab bisa memantau lebih baik 

terhadap perizinan yang masuk melalui SIPO 

2. Dinas perlu melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat agar 

masyarakat lebih mengerti tentang SIPO yaitu dengan cara melibatkan 

pemerintah Desa. 
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Lampiran 6.1 Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember 
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Lampiran 6.2 Surat Rekomendasi Penelitian dari Bangkesbangpol 
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Lampiran 6.3 Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

Kabupaten Banyuwangi 
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Lampiran 6.4 Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 1 

 

Topik  : Gambaran Umum Layanan Perizinan Online (SIPO) 

Subtopik : a. Sejarah Munculnya SIPO (sistem pendaftaran izin online) 

    b. Konsep Perizinan Online 

    c. Pelaksanaan dan Pengembangan layanan pada SIPO 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana awal terbentuknya inovasi SIPO? 

2. Bagaimana Prosedur yang harus dilalui, apakah sama dengan pelayanan 

secara in-line? 

3. Sejak tahun berapa SIPO (Sistem Informasi Perizinan Online) mulai 

dilaksanakan?  

4. Bagaimana latar belakang munculnya SIPO (Sistem Informasi Perizinan 

Online) ? 

5. Sudah berapa Perizinan yang dapat melakukan perizinan menggunakan 

SIPO (Sistem Informasi Perizinan Online) ? 

6. Aturan apa saja yang digunakan untuk melaksanakan SIPO (Sistem 

Informasi Perizinan Online) ? 

7. Bagaimana koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pinntu dengan  dinas lain dalam menggunakan SIPO (Sistem 

Informasi Perizinan Online) ? 

8. Apakah tujuan diberlakukannya SIPO (Sistem Informasi Perizinan Online) 

? 

9. Apa Perbedaan SIPO dengan pelayanan sebelumnya? 
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10. Kendala apa saja yang terjadi saat SIPO dilaksanakan? 

11. Apakah infrastruktur pemerintah banyuwangi sudah memfasilitasi untuk 

terealisasinya SIPO? 

12. Bagaimana respon masyarakat tentang SIPO? 
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PEDOMAN WAWANCARA 2 

 

Topik : Faktor Pendukung dan Pengambat dalam Pelayanan perizinan 

Online (SIPO) 

Pertanyaan: 

1. Apakah layanan telah di sosialisasikan secara merata ke semua daerah di 

Kabupaten Banyuwangi? 

2. Bagaimana anggaran biaya atau pembiayaan dalam penerapan SIPO? 

3. Bagaimana ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang IT 

dalam mengelolanya? 

4. Apakah ada pelatihan sebelum diterapkannya SIPO? 

5. Manfaat apa yang didapat dengan adanya perizinan Online? 

6. Bagaimana cara menentukan atau membedakan Pengguna SIPO (Sistem 

Informasi Perizinan Online) dan bukan pengguna SIPO? 

7. Bagaimana alur atau proses {SOP) dalam melaksanakan Perizinan dengan 

SIPO (Sistem Informasi Perizinan Online) ? 

8. Bagaimana proses perizinan sebelum adanya SIPO (Sistem Informasi 

Perizinan Online) ? 

9. Berapa petugas yang terlibat dalam proses perizinan SIPO (Sistem 

Informasi Perizinan Online) ? 

10. Apakah ada pengaruh setelah adanya SIPO dan sebelum adanya SIPO? 

11. Apakah ada tim khusus untuk tinjau lokasi? Jika ada terdiri dari dinas 

Penanaman Modal dan PTSP atau diluar itu? 

12. Sejauh ini, apa saja hambatan yang ditemui/dirasakan selama SIPO (Sistem 

Informasi Perizinan Online) dilaksanakan? 
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PEDOMAN WAWANCARA 3 

 

Topik : Jejak pendapat masyarakat yang pernah menggunakan Sistem 

Pendaftaran Izin Online (SIPO) 

 

Pertanyaan: 

1. Apakah anda tahu mengenai SIPO (Sistem Informasi Perizinan Online)? 

2. Bagaimana pendapat anda mengenai Pelayanan secara online? 

3. Darimana anda mengetahui adanya pelayanan online/ SIPO? 

4. Apakah saat melakukan pendaftaran anda paham dengan langkah-

langkahnya? 

5. Berapa lama perizinan anda di proses? 

6. Apakah anda puas menggunakan layanan online/ SIPO? 

7. Apa kendala dalam melakukan pendaftaran perizinan secara online/ SIPO? 

8. Bagaimana kritik dan saran anda pada layanan SIPO? 
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Lampiran 6.5 Dokumentasi Wawancara Dan Observasi 

 

 

Wawancara dengan Bapak Anam (Kasi Pelayanan) 

a  

Observasi tentang Database 
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Wawancara dengan Bapak Sofyan (Masyarakat) 

 

Wawancara dengan Bapak Wanto (Masyarakat) 
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Wawancara dengan Ibu Mega (Petugas Front Office ) 

 

 

 

Wawancara dengan Bapak Fatah 
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Wawancara dengan Bapak Anang  
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// 

Lampiran 6.6 Panduan Pengisian SIPO Tahun 2013 
MANUAL 

 
 

SISTEM INFORMASI PERIZINAN ON-

LINE ( S I P O ) Bppt. 

Banyuwangikab.go.id 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oleh : 

 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) 

 

Kabupaten Banyuwangi 
 

Tahun 2013 
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// 

MANUAL 

 

SISTEM INFORMASI PERIZINAN ON-LINE 

 

( SIPO) 

 

UMUM 

 

SIPO adalah Sistem Informasi Perizinan On-line berbasis web, merupakan salah satu fasilitas 
 

milik Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi sebagai media yang dapat 

diakses oleh masyarakat luas untuk : 
 

1. Registrasi / Pendaftaran perizinan secara on-line ;  
2. Mengecek status Permohonan izin secara on-line. 

 

ALAMAT URL 
 

bppt.banyuwangikab.go.id 

 

CARA MENGAKSES 
 

1. Buka web browser anda (misal Mozila Firefox) ;  
2. Ketik pada browser address alamat url bppt.banyuwangikab.go.id  
3. Tunggu sebentar sampai terbuka web site milik BPPT Kabupaten Banyuwangi ;  
4. Klik pada menu internal link “ IZIN ON-LINE” 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


88 

 

// 

CARA MELAKUKAN PENDAFTARAN 

 

1. Klik pada menu internal link “ IZIN ON-LINE”  
2. Tunggu Beberapa saat kemudian akan muncul tampilan Sistem Informasi Perizinan On-

line. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROSEDUR PERTAMA 

 

1. Anda harus melakukan “REGISTRASI” terlebih dahulu dengan meng-Klik Menu REGISTER  
2. Form Aplikasi Registrasi User. 
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// 

3. Lakukan pengisian sesuai permintaan Sistem.  
4. Ikuti proses lebih lanjut  
5. Setelah pengisian selesai dan Anda anggap benar silahkan klik menu SIMPAN 
 

PROSEDUR KEDUA 

 

1. Apabila Registrasi anda berhasil maka sistem akan menampilkan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Silahkan Anda Klik Menu LOGIN untuk melakukan pendaftaran secara on-line Izin yang 

Anda butuhkan 
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// 

3. Apabila Login anda berhasil maka akan muncul halaman sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Klik Menu Daftar Izin, maka akan muncul Form Isin Permohonan Izin On-line sebagai 

berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Isi semua formulir tersebut dengan baik dan benar dan apabila sudah selesai silahkan 

Klik menu Simpan atau apabila ingin mengulangi karena ada koreksi / kesalahan silahkan 

Klik Menu Ulangi. 
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// 

MENGECEK PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN 
 

“ Apabila Anda sudah melakukan Pendaftaran Izin”, melalui media ini, Anda juga dapat 

melakukan pengecekan sejauh mana proses permohonan izin yang Anda ajukan dengan 

mengakses bppt.banyuwangikab.go.id 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROSEDUR CEK STATUS IZIN  : 
 

1. Klik Menu Status Izin, maka akan muncul halaman sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Masukkan Nomor Registrasi Anda pada form yang telah disediakan, kemudian klik cari. 

Maka anda akan memperoleh informasi sejauh mana proses izin yang Anda ajukan. 
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// 

CATATAN : 
 

1. Alamat e-mail diperlukan sebagai konfirmasi ID dan Password yang telah anda 

miliki, Apabila pada suatu waktu anda lupa ID dan kode password anda. 

2. Setelah pendaftaran melalui sistem on-line dilakukan, Anda diminta segera (Maksimal 1 

minggu) untuk mengirimkan berkas-berkas permohonan dan persyaratan izin ke Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Banyuwangi.  
3. Apabila sampai batas waktu maksimal berkas belum dikirimkan ke BPPT Kabupaten 

Banyuwangi , maka sistem secara otomatis akan melakukan penghapusan 

pendaftaran yang anda lakukan.  
4. Formulir Permohonan dan persyaratan dapat di unduh (download) pada web site BPPT 

Kabupaten Banyuwangi. 
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Lampiran 6.7 SK Kepala Dinas Tentang Tim Pelaksana Pelayanan dan Pemrosesan  Perizinan
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Lampiran 6.8 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2017 
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Lampiran 6.8 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2017 
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Lampiran 6.8 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2017 
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Lampiran 6.8 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2017 
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Lampiran 6.8 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2017 
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Lampiran 6.8 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2017 
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Lampiran 6.8 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2017 
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Lampiran 6.8 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2017 
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Lampiran 6.8 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2017 
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Lampiran 6.8 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2017 
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Lampiran 6.8 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2017 
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Lampiran 6.8 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2017 
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Lampiran 6.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 24 TAHUN 2006 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI DALAM NEGERI, 

 
Menimbang 

 
 
: a. 

 
 
bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 
peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih 
besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan 
penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai 
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan 
Perbaikan Iklim Investasi; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 
 

Mengingat 

 
 

: 1. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peratu ran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
 

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Lembar 

Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4438); 
 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2001 

Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124); 
 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pemhinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. 
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BAB 1  

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota. 
 

2. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. 
 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah 
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
 

6. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat 
PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi 
mengelola sernua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan 
sistem satu pintu. 

 
7. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola 

pelayanan perizinan dan non perizinan. 
 

8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan 

daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau 

diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 
 

9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan 

tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 
 

10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, 

dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. 
 

11. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan 

perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan 

sarnpai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. 
 

12. Perizinan pararel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku 

usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara 

terpadu dan hersamaan. 
 

13. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh 

dokumen yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau 

peraturan perundang-undangan lainnya. 
 

14. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, 

penilaian, dan pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah dan PPTSP, yang 

dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur. 
 

15. Pengawasan fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-

badan pemeriksa teknis terhadap PPTSP sesuai peraturan perundang-undangan. 
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16. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat 

terhadap kinerja PPTSP sesuai peraturan perundangundangan. 
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BAB II  

TUJUAN DAN SASARAN 
 

Pasal 2 
 

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:  
a. meningkatkan kualitas layanan publik; 
b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh 

pelayanan publik. 
 

Pasal 3 
 

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah: 
 

a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan 

terjangkau;  
b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik; 

 

 

BAB III  
PENYEDERHANAAN PELAYANAN 

 

Pasal 4 
 

(1) Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan 

terpadu satu pintu. 
 

(2) Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup :  
a. pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh PPTSP;  
b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu 

yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;  
c. kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan 

dalam peraturan daerah;  
d. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses 

pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya; 

e. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau 

Lebih permohonan perizinan;  
f. pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin 

memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan  
g. pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya 

dengan penyelenggaraan pelayanan. 
 
 

BAB IV  
PERANGKAT DAERAH 

PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
 

Pasal 5 
 

(1) Pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan organisasi perangkat 
daerah. 
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(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki sarana 

dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, yaitu:  
a.  loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi; 
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b. tempat/ruang pemrosesan berkas;  
c. tempat/ruang pembayaran; 
d. tempat/ruang penyerahan dokumen; dan 

e. tempat/ruang penanganan pengaduan. 
 

Pasal 6 
 

Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non 

perizinan kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan. 
 

Pasal 7 
 

(1) Lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua hentuk pelayanan 

perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota. 
 

(2) PPTSP mengeiola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada 

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kearnanan berkas. 
 

Pasal 8 
 

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan PPTSP berkewajiban dan 

bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan 

perizinan dan non perizinan sesuai dengan hidang tugasnya. 
 
 

BAB V  
PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN 

 

Pasal 9 
 

(1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap 

permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu. 
 

(2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan 

tertentu atau perizinan paralel. 
 

Pasal 10 
 

(1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi 

Kepala PPTSP. 
 

(2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) heranggotakan masing-masing 

wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati/Walikota. 
 

(3) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk 

mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau 

ditolaknya suatu permohonan perizinan. 
 

Pasal 11 
 

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 

15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta 

seluruh kelengkapannya. 
 

Pasal 12 
 

(1) Besaran biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. 
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(2) Dokumen persyaratan perizinan yang disediakan kecamatan dan desa serta kelurahan 

harus dalam satu paket biaya perijinan. 
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BAB VI  
SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Pasal 13 
 

(1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan PPTSP diutmmakan mempunyai kompetensi 

di bidangnya. 
 

(2) Pegawai PPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan 

khusus yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah. 
 

Pasal 14 
 

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia 

pengelola pelayanan terpadu sate pintu secara berkesinambungan. 
 
 

BAB VII  
KETERBUKAAN INFORMASI 

 

Pasal 15 
 

(1) PPTSP memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi. 
 

(2) Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan oleh PPTSP 

disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan. 
 

Pasal 16 
 

(1) PPTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis 
pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisrne, penelusuran posisi dokumen pada setiap 
proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata Cara pengaduan, yang 
dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh 
masyarakat. 

 
(2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh 

PPTSP dengan melibatkan aparat pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan. 
 

Pasal 17 
 

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan informasi jcnis pelayanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16, dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha. 
 
 

BAB VIII  
PENANGANAN PENGADUAN 

 

Pasal 18 
 

PPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang 

disesuaikan dengan kondisi daerahnya. 
 

Pasal 19 
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PPTSP wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat, dan memberikan 

jawaban serta penye]esaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. 
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BAB IX  

KEPUASAN MASYARAKAT 
 

Pasal 20 
 

PPTSP wajib melakukan penelitian kepuasan rnasyarakat secara berkala sesuai peraturan 

perundang-undangan. 
 
 

BAB X  
PEMR]NAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Pertama 

Pembinaan 
 

Pasal 21 
 

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan secara 
berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah 
sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan dan 

mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan. 
 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistern, 
sumber Jaya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan 
melalui :  
a. koordinasi secara berkala; 
b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; 
c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan 
d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pelayanan publik. 
 

Pasal 22 
 

Untuk mengembangkan PPTSP di wilayah Provinsi, Gubernur menetapkan paling sedikit 1 

(satu) Kabupaten/Kota sebagai daerah percontohan. 
 

Pasal 23 
 

Untuk kelancaran pengembangan PPTSP di wilayah Provinsi, Gubernur melaksanakan 

sosialisasi akan pentingnya PPTSP kepada seluruh Bupati/Walikota dan masyarakat di 

wilayahnya. 
 

Bagian Kedua  
Pengawasan 

 

Pasal 24 
 

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan 

oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai clengan fungsi dan kewenangannya. 
 

Pasal 25 
 

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan secara 
berjenjang dan herkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah 
sesuai dengan tingkat urusan pemerintahan masing-masing melalui mekanisme 

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. 
 

(2) Materi pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah 
Kabupaten/Kota didasarkan pada:  
a. Peraturan Daerah tentang pembentukan PPTSP; 
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b. Pengintegrasian program PPTSP dalam dokumen perencanaan pembangunan dan 

penyediaan anggarannya; 
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c. Ketersediaan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan jumlah dan kualifikasi 

yang diperlukan;  
d. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk rnendukung PPTSP; dan 
e. Kinerja PPTSP berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

(3) Pengawasan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah. 
 
 

 

BAB XI  
KERJA SAMA 

 

Pasal 26 
 

Dalam pengembangan PPTSP, Bupati/Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak 
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga-lembaga 
internasional, dan dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 

BAB XII  
PELAPORAN 

 

Pasal 27 
 

(1) Bupati dan Walikota menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur mengenai 
perkernbangan proses pembentukan PPTSP, penyelenggaraan pelayanan, capaian 
kinerja, kendala yang dihadapi, dan pembiayaan yang disampaikan secara berkala 
setiap 3 (tiga) bulan. 

 
(2) Gubernur menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri 

mengenai perkembangan proses pembentukan PPTSP dan penyelenggaraan 

pelayanan terpadu satu pintu di wilayahnya berdasarkan laporan clari Bupati/Walikota. 
 
 

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 28 
 

Pada saat ditetapkannya peraturan ini, Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan 
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu agar menyesuaikan dengan Peraturan 
Menteri ini. 

Pasal 29 
 

Dengan ditetapkannya peraturan ini, bagi pemerintah daerah yang belum mempunyai  
PPTSP wajib membentuk perangkat daerah tersebut paling lambat 1 (satu) tahun sejak 

Peraturan Menteri ini ditetapkan. 
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BAB XIV  

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 30 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Juli 2006 

 
MENTERI DALAM NEGERI, 

 

ttd 

 

H. MOH.MA’RUF, SE 
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